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Tindak Lanjuti Putusan MK

Banggar Dan BURT
Akan Dibubarkan

Bambang Soesatyo

KEPUTUSAN Mahkamah
Konstitusi (MK) yang memang-
kas kewenangan Badan Angga-
ran (Banggar) DPR ikut mem-
engaruhi pembahasan' RUU
MD3. Muncul wacana untuk
membubarkan Banggar DPR.

“Ada wacana penghapusan
Banggar dan akan digantikan
oleh lembaga tersendiri di ba-
wah Kesekjenan dalam revisi
UUMD?3 ini. Lembaga ini yang
akan membahas anggaran,”
kata Bambang Soesatyo di Ge-
dung DPR, Jakarta, kemarin.

Apa tugas lembaga baru itu?
Anggota Komisi IIT DPR ini
menuturkan, lembaga tersebut
akan membahas anggaran, sa-
ma persis seperti yang dilaku-
kan Banggar. Namun lembaga
itu tidak memiliki hak untuk
menyetujui atau tidak menye-
tujui anggaran.

“Hasil yang dibahas oleh
lembaga khusus nantinya baru
disetujui atau tidak tidak setujui
oleh DPR dalam sebuah fo-
rum,” ujarnya.

Tidak hanya Banggar, Bam-
soet juga mengusulkan agar
Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) dihapuskan. Keberada-
an BURT yang dianggap ham-
pir sama kewenangannya de-
ngan Sekretariat Jenderal DPR,
kerap menimbulkan persepsi
kurang baik di masyarakat.

Apalagi dalam rencana pem-
bangunan Gedung DPR nada

2011, BURT menjadi pihak
yang sangat disoroti. Gara-ga-
ranyarencana pembangunan ge-
dung DPR itu memakan ang-
garan Rp 1 triliun lebih.

“BURT dihapus. Ada wacana
untuk itu karena untuk meng-
hindari abuse of power dan ke-
curigaan masyarakat,” kata
Bambang.

Seperti diketahui, MK menga-
bulkan sebagian permohonan
Tim Advokasi Penyelamatan
Keuangan Negara dengan me-
mangkas sebagian kewenangan
Banggar DPR. Dalam permoho-
nannnya, Banggar dimohonkan
untuk dibubarkan.

Dalam pertimbangannya, MK
menilai kewenangan Banggar
harus dibatasi saat membahas
anggaran teknis di kementerian.
DPR seharusnya tidak memba-
has anggaran hingga hal-hal
yang sangat rinci di satuan tiga.

Selain itu, MK juga mengha-
pus kewenangan DPR dalam
memberi tanda bintang angga-
ran yang dianggap belum me-
nenuhi syarat. DPR hanya bo-
leh menyatakan setuju atau ti-
dak setuju.

Namun putusan MK itu me-
nimbulkan reaksi berbeda dari
kalangan DPR sendiri. Ada
yang setuju dan mengapresiasi
putusan MK ini, tapi tidak
sedikit juga yang menolak dan
menganggap aneh putusan MK
tersebut.

Ketua Banggar DPR Ahmadi
Noor Supit menilai putusan MK
yang mengurangi kewenangan
Banggar DPR, aneh. Putusan
MK sudah sesuai dengan kewe-
nangan Banggar seperti tertuang
dalam UU MD3.

Supit menjelaskan, dalam UU
MD3, Banggar tidak pernah
membahas anggaran sampai sa-
tuan tiga. Dia bilang, pembaha-
san anggaran hingga satuan tiga
dilakukan di komisi-komisi.
Termasuk pembintangan mata
anggaran, Banggar tidak mem-
punyai kewenangan sama
sekali msis



